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ABSTRACT

This study aims to determine the procedure for collecting advertising tax at
BAPENDA Kampar Regency with a focus on the stages of registration,
verification, tax determination, to supervision of the implementation of payments
and installation of advertisements. Due to the decline in the realization of the
Advertising Tax budget, it is necessary to identify the obstacles that cause it.
Advertising tax is one of the important sources of regional income, and the
collection procedure must be carried out with transparency, accountability, and
efficiency to support regional development. The method used in this study is the
Qualitative Method with a case study at BAPENDA Kampar Regency. Data
collection was carried out through interviews with related parties, direct
observation of the procedures taking place at BAPENDA Kampar Regency, and
documentation studies in the form of regulations and reports related to
advertising tax collection. The results of the study indicate that although the
procedure for collecting advertising tax has been clearly regulated in regional
regulations, there are several obstacles in its implementation, such as the
discrepancy between recorded advertising data and that installed in the field, and
the low awareness of taxpayers to make payments on time.

Keywords: Advertising Tax, Collection Procedures, Regional Income, Supervision.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak reklame di
BAPENDA Kabupaten Kampar dengan fokus pada tahapan pendaftaran,
verifikasi, penetapan pajak, hingga pengawasan pelaksanaan pembayaran dan
pemasangan reklame. Karena adanya penurunan realisasi anggaran Pajak
Reklame, sehingga perlu diidentifikasi kendala-kendala penyebabnya. Pajak
reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, dan
prosedur pemungutannya harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas,
dan efisiensi untuk mendukung pembangunan daerah. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan studi kasus di BAPENDA
Kabupaten Kampar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan
pihak terkait, observasi langsung terhadap prosedur yang berlangsung di
BAPENDA Kabupaten Kampar , serta studi dokumentasi berupa peraturan dan
laporan terkait pemungutan pajak reklame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun prosedur pemungutan pajak reklame telah diatur secara jelas dalam
peraturan daerah, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti
ketidaksesuaian antara data reklame yang tercatat dengan yang terpasang di
lapangan, serta rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran
tepat waktu.

Kata Kunci: Pajak Reklame, Prosedur Pemungutan, Pendapatan Daerah, Pengawasan.
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1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan

untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini
sektor perpajakan memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan
utama negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena
itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memerlukan kerja sama dari seluruh pihak
khususnya masyarakat yang mempunyai andil cukup besar dalam meningkatkan
pembangunan daerah.(Sinaga, 2018)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber
dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah, serta bertujuan
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani,
2013:51). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
menjelaskan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan dan memungut
berbagai jenis pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
terdapat tujuh jenis pajak provinsi dan sembilan jenis pajak kabupaten/kota.
Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota
adalah pajak reklame. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14
Tahun 2011, pajak reklame didefinisikan sebagai “benda, alat perbuatan atau
media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komerisal
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian
umum terhadap barang, jasam orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor
14 tahun 2011 tentang pajak reklame, “Setiap Penyelenggara Reklame dalam
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Wilayah Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Pemilik/Penyelenggara
atauKuasanya, wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk”.
Reklame yang tidak memiliki izin harus ditertibkan dan harus dibongkar. Banyak
permasalahan-permasalahan dalama pemungutan pajak reklame diantaranya
wajib pajak yang tidak terdaftar, reklame yang sudah habis masa pajaknya, dan
hal lainnya yang bersifat teknis untuk pemungutan pajak reklame. Hal ini
dikarenakan ketidakpatuhan waijib pajak dalam menjalankan kewajiban
perpajakannya.(Yulanda et al., 2023)

Berdasarkan data yang penulis peroleh darikantor Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kampar bahwasanya jumlah target dan realisasi pada tahun
2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kampar Tahun

2020 - 2023

Anggaran Realisasi Pencapaian Realisasi

Penerimaan Pajak | Penerimaan dari Anggaran Pajak
Tahun Reklame (Rp) Pajak Reklame |Reklame

(Rp) (%)

2020 720.000.000,00 725.661.940,00 |100,79
2021 735.661.940,00 794.241.798,00 | 107,96
2022 953.090.000,00 928.408.797,00 |97,41
2023 1.150.000.000,00 805.846.853,00 |70,07

Sumber: target dan realisasi pajak reklame Kabupaten Kampar
Dari tabel 1 terlihat bahwa penerimaan pajak reklame mengalami fluktuasi
dalam pencapaian target penerimaan pajak reklame dari tahun 2020 hingga
2023. Meskipun beberapa tahun menunjukkan pencapaian melebihi target,

tahun-tahun tertentu mengalami penurunan yang signifikan. Misalnya, pada
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tahun 2023, realisasi penerimaan pajak reklame hanya mencapai 70,07% dari
target.

Pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar masih terdapat banyak
permasalahan. Di antaranya terdapat reklame habis masa tayang,
menunggak,dipasang tanpa izin, baik itu reklame tiang hotel, grosir, dan
semacamnya. Dalam membayar pajak reklame, wajib pajak reklame setidaknya
harus mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pemungutan dan
perhitungan pajak reklame agar pembayaran pajak reklame sesuai dengan
perundang-undangan atau peraturanyang berlaku. Untuk meningkatkan
penerimaan pajak reklame dan memaksimalkan manfaatnya, waijib pajak harus
memahami sistem dan prosedurpemungutan pajak. Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kampar perlu melakukan upaya perbaikan, seperti peningkatan
sosialisasi, pengawasan ketat, dan penegakan hukum untuk mencapai target
dan realisasi penerimaan yang optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai prosedur dalam pemungutan pajak reklame di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Serta karena adanya penurunan
realisasi anggaran Pajak Reklame, sehingga perlu diidentifikasi kendala-kendala
penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi
prosedur yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam

rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak reklame.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN
HIPOTESIS

Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
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langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum (Mardiasmo,2019). Menurut N.J. Feldmann pajak adalah
prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut
norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi,
dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran (Siti
Resmi,2014).

Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi 4 yaitu (Mardiasmo,2019):

1. Fungsi Anggaran (Budgetair), Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber
dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend), Pajak berfungsi sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang
sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga
sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain
dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak,
penggunaan pajak yang efekti dan efisien.

4. Fungsi Redistribusian Pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara
akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk
juga untuk membiayai Pembangunan sehingga dapat membuka
kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat

Pajak Daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
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dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan
Pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang
berwewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan
hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam
melaksanakan penyelenggaraan pemeritahan dan Pembangunan di daerah.
Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk
melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia ini juga dibagi menjadi
dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Marihot P. Siahaan,2005).
Sedangkan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang
selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan
reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap
barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan
dan/atau dinikmaati oleh umum. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada
pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan
dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk

mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Dalam pemungutan pajak reklame terdapat beberapa terminologi yang perlu

diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dibentuk dan
6
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corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap
barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar,
dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

2. Penyelenggara reklame adalah orang atau benda yang menyelenggarakan
reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama
pihak lain yang menjadi tanggungannya.

3. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di
bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame
yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.

5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk
apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan
izin terbatas.

7.  Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame (SPPR) adalah surat yang
digunakan oleh wajb pajak untuk mengajukan  permohonan
penyelenggaraan reklame dan mendaftarakan identitas pemilik data
reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.

8.  Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) adalah nota perhitungan besarnya
pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai

ketetapan pajak.

Objek pajak reklame

Objek pajjalk reklame mencakup berbalgali jenis media yang digunakan

untuk tujuan iklan daln promosi. Diantalranyal:

1. Billboard Struktur besar yalng bialsanyal dipasang di lokasi

strategis, seperti tepi jallain, untuk menampilkan iklan.

2. Baliho vyaitu Media iklan yang berbentuk palpain datalr, sering
7
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digunakan untuk promosi produk, lalyainan, altalu alcalral.

3.  Spanduk yalitu Banner attalu kalin yang bialsalnyal digantung di tempat-

tempat umum untuk menyampaikan pesan altalu promosi.

4. Papan namal yaitu Papan yang mencantumkan namal suatu
perusahaan atalu usahal, sering kali dilengkapi dengan informasi
layanain yang ditawarkan.

5. Medial digital yalitu Termasuk lalyar LED altalu LCD yang digunakan
untuk menampilkan iklan secalral digital.

6. Reklame sementaral yaitu Media iklan yang dipasaing untuk periode
tertentu, seperti iklan alcalral atalu festival.

7. Reklame Selebaran yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas,
diselenggarakan dengan calral disebarkan, diberikan aftau dapat
diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkaln, dipasang
atalu digantungkan paldal suatu benda lain.

8. Reklame Berjalan yaitu reklame yang ditempatkan paldal kendaraan
yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan aftalu dengan
calral dibawal oleh orang.

9. Reklame Udalral yaitu reklame yang diselenggarakan dengan

menggunakan gals, laser, pesawat altalu allalt lalin yaing sejenis.

10. Reklame Suaral vyaitu reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan kata-katal yang diucapkan atau dengan suara yang
ditimbulkan dari altalu oleh perantara alat.(Nurmalyasari &
HAINDALYAINI, 2010) diudara

3. METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian
Penelitian ini terdiri dari aspek Pajak, Kontribusi, Efektifitas dan Badan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar.

Lokasi Penelitian
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Adapun lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di instansi pemerintah
yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar yang
beralamat Jalan Prof. M. Yamin, SH. No. 83 Bangkinang, Kabupaten Kampar,
Riau.

Metode Pengumpulan Data

Data yang ada dalam penelitian ini adalah dari data Primer, Penelitian ini
dilakukan pengamatan secara langsung dengan melakukan Teknik wawancara
kepada kepala sub bidang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Kabupaten Kampar. Data Sekunder adalah sumber data yang
diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalu media lain
yang bersumber dari buku, serta dokumen (Sugiyono,2012:139). Dari beberapa
data sekunder tersebut akan dijadikan sebagai sumber data yang akan

menunjang dalam penelitian yang dilakukan.

Analisis Data

Analisi data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada,
yaitu dengan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif Menurut
Suharsimi  Arikunto (2013:3) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk
menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang
hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Jadi metode penelitian
deskriptif dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan untuk
menggambarkan atau mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tentang

prosedur pemungutan pajak reklame pada Kabupaten Kampar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur Pemungutan Pajjak Reklame paldal BAIPENDAI Kabupaten

Kampalr

Paljak reklame dilihat dalri segi lembaga pemungutannya termasuk
sebagali pajak dalerah, hall ini sebalgaimalnal disebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuanhgan Alntalral

Pemerintah Pusat dain Pemerintah Dalerah, sedangkan menurut Peraturan
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Derah Kabupaten Kampalr diatur didalam Peraturan Dalerah Kabupaten

Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

Paldal Peraturan Dalerah Kabupaten Kampalr Palsall 32 No. 9 Tahun 2023

disebutkan:

1. Dalsar Pengenaan Pajak Rekiame aldalah nilai sewa Rekiame.

2. Dallam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa
Reklame sebalgaimalna dimaksud paldal alyat (1) ditetapkan
berdasarkan nilai kontrak Reklame.

3. Dallam hall Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewal Reklame
sebalgaimainal dimaksud padal alyatt (1) dihitung dengan
memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, Lokalsi
penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan,
jumlah, dain ukuran medial Reklame.

4. Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diketahui dan/atalu dianggap tidak wajalr, nilai sewa Reklame
ditetalpkaln dengaln menggunalkaln falktor- falktor sebalgalimalnal
dimalksud paldal alyalt (3). Perhitungaln Nilali Sewal Reklalme
sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (3) ditetalpkaln dengaln Peralturaln
Bupalti

Paldal Peraturan Dalerah Kabupaten Kampar Paisal 34 No.9 Tahun 2023

disebutkan bahwal:

1. Besaran pokok Pajjak Reklame yang terutang dihitung dengan calral
mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 alyalt (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana
dimaksud dalam palsall 33.

2. Salalt terutang Pajjak Reklame ditetapkan paldal salatt terjadinyal
penyelenggaralan rekiame.

3. Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah
daerah penyelenggaraan reklame.

4. Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame
yang terutang adallah wilayah Dalerah tempat usahal penyelenggara

reklame terdaftar.
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5.  Malsal Pajak Rekiame permanen adalah jangka waktu pajak yang
lamalnyal 1 (satu) tahun kalender dan Malsal Pajjak Rekiame insidentil
adalah jangka waktu pajak yang lamanya samal dengan jangka

waktu penyelenggaraan reklame.

Dalam wawalncalral yang dilakukan oleh Wahyu hidalyat dengan
bapak Muhammald Rafi paldal tanggal 12 September 2024 disebutkan altals
dalsar Peraturan Dalerah Kabupaten Kampalr No.9 Tahun 2023 Prosedur
Pemungutan Paljak Reklame yalitu:

Pemungutan Paljak dilaksahakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangahn. Ketentuan umum dan taltal calral pemungutan Paljak
sebalgaimahna dimaksud paldal alyat (1) meliputi pengaturan mengenai:

. Pendaftaran Reklame

Pemohon harus mendaftarkan reklame yang akan dipasang kepadal
BAIPENDA. Ini bialsanyal melibatkan pengisian formulir
dain penyertaan dokumen pendukung, sepert rencainal gambalr reklame.

. Verifikasi dain Evaluasi

Setelah pendaftaran, BAIPENDAI melakukaln verifikasi
untuk memastikan bahwal reklame tersebut memenuhi syarat dan ketentuan
yaing berlaku. Ini termasuk evaluasi lokasi, ukuran, dan jenis reklame.

. Penghitungan Pajak

Jika reklame disetujui, BAIPENDAL alkaln menghitung jumlah paljak yang
harus dibalyarkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti jenis
dain ukuran reklame.

. Penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajjak Daerah)

Setelah paljak dihitung, BAIPENDAI akaln menerbitkan SKPD sebagali dalsalr
untuk pembalyaran pajak.

. Pembayaran Pajak

Pemohon harus melakukan pembayaran pajak sesuai dengan SKPD yang
diterima. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atalu caral lain yang
ditentukan.

. Pemasangan Reklame
11
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Setelah pembalyaran dilakukan, pemohon diperbolehkan untuk
memasang reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Pengawasan dan Penegakan Hukum

BAIPENDAl melakukan pengawasan terhadap reklame vyang telah
dipasang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Jikal

ditemukan pelanggalran, tindakan penegakan hukum dajpat diambil.

GAMBAR 2
Prosedur Pemungutan Pajjak Reklame di BAPENDA Kabupaten Kampar

Pendaftaran
Reklame:

formulir => Evaluasi: =>

-hasil verifikasi

Verifikasi d
erifikasi dan Penghitungan Pajak

-dokumen

pendukung -penetapan lokasi

Pemasangan Pembayaran Pajak Penerbitan SKPD
Reklame & | (surat ketetapan

pajak Daerah)

l

Pengawasan dan
penegakan
Hukum

Sumber:badan pendapatan daerah kabupatem Kampar 2024
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Pemungutan Paljak paldal PERDAl Kabupaten Kampalr Paisall 89 No.9 Tahun

2023 disebutkan:

1. Wadljib Paljak untuk jenis Pajjak yaing dipungut berdalsarkan penetapan
Bupati sebalgaimahnal dimaksud dallam Pasall 4 alyat (1) dan Waijib Pajak
untuk jenis Paljak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri
sebagaimana dimaksud dalam Palsal 4 alyat (2) waljib mendaftarkan
diri dain/atalu objek Pajjaknyal kepaldal Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk.

2. Bupati attalu Pejabat yang ditunjuk melakukan pendatalan Wajib Pajak
dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan datal objek Pajjak dain/atau Waljib
Pajak, termasuk informasi geografis objek Paljak untuk keperluan
administrasi perpajakan daerah.

3. Dokumen yang digunakan sebagali dasar pemungutan jenis Pajak yang
dipungut berdalsarkan penetapan Bupati sebalgaimalnal dimaksud
paldal alyatt (1) meliputi SKPD dain SPPT.

4. Dokumen yang digunakan sebagali dalsar pemungutan jenis Pajak yaing
dipungut berdalsarkan penghitungan sendiri sebalgaimalnal dimaksud
padal alyat (1) meliputi SPTPD. Khusus untuk BPHTB, SSPD
dipersamalkari sebagaii SPTPD.

5. Bupati altalu Pejabalt yang ditunjuk dalpat menerbitkan STPD untuk jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebalgaimahnal
dimaksud dalam Palsal 4 alyalt (1) dan untuk jenis Pajjak yang dipungut
berdalsarkain penghitungan sendiri sebalgaimana dimaksud dalam
Pasal 4 alyalt (2).

6. Utang Palak sebalgaimanal tercantum dalaim SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan daisar

Penagihan Pajak.
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Kendala dalam Proses Pemungutan dan Pembayaran Pajak Reklame
pada BAPENDA Kabupaten Kampar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Wahyu hidayat paldal tanggal 12
September 2024 disebutkan aldal beberapa kendala yang terjadi dalam
pemungutan dan pembayaran pajak Reklame paldal Bapenda Kabupaten
Kampar, yaitu:

Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman yaitu Banyak wajib paljak,
terutamal pemilik usalhal kecil, yang tidak sepenuhnya memahami peraturan
tentang pajak reklame. Kurangnya informasi dan sosialisasi dari BAPEMDAI
mengenai kewadjjiban dain proses pembalyaran dalpalt mengakibatkan
ketidakpatuhan.

Daltal Objek Pajjak yang Tidak Akurat yaitu Pengumpulan daltal terkait reklame
sering kali tidak lengkap atalu tidak akuralt. Hall ini menyulitkan
BAIPENDAI dalam menentukan objek pajak, ukuran reklame, dain lokasi
yaing tepat, sehingga berdampak paldal penetapan paljak yang adil.
Minimnya Sumber Dalyal Mahusial yaitu Keterbatasan jumlah pegawal
di BAPENDAl yang menangani pemungutan paljak reklame dalpat
menghambat proses penagihan dan pengawalsan. Sumber dalyal yaing
tidak memaldai mengakibatkan tugas menjadi kurang efisien.

Sistem Informasi yang Kurang Memadali yalitu Jika BAIPENDA! tidak
memiliki sistem informasi yang balik untuk memalntau dain mencatalt paljak
reklame, proses pengumpulan datal dan pembayaran dalpat menjadi lambat dain
rawan kesalahan. Sistem yang terintegrasi dalpat membantu mempermudah
pengelolaan pajjak.

Tindak Lanjut Penegakan Hukum yaitu Penegakan hukum terhadalp
pelanggaran, seperti reklame yang tidak terdaftar, sering kali tidak maksimall.
Talnpal aldainyal sanksi yang tegas, wajib pajak mungkin merasa tidak aldal
konsekuensi untuk tidak memenuhi kewaljjiban pajak.

Kendala Teknologi yaitu Jika metode pembalyaran yang disediakan tidak
memadai atau sulit diakses, wajib pajak mungkin enggan melakukan
pembayaran. Penggunaan teknologi yang lebih baik dalpat membantu

meningkatkan kemudahan dalam pembalyaran pajak.
14


http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/

Vol. 5, No. 1, 2024 hal. 1-16

Contents lists available at http://ejournal.uin-suska.ac.id THEOURALOF TN
P-ISSN: 2722-5313 AX CENTER
E-ISSN: 2722-5437 LNOX.CEVLE H

Journal homepage: http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/

7. Dampak Ekonomi dain Sosial yaitu Situasi ekonomi, seperti krisis altalu
pandemi, dalpalt mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar
pajak reklame. Ketidakpalstian ekonomi sering kalli membuat merekal lebih

memilih untuk mengurangi pengeluaran, termasuk kewajiban pajak.

5. SIMPULAN

Berdalsarkan hasil penelitian mengenai prosedur pemungutan paljak
reklame paldal Baldain Pendapatan Dalerah (BAPPENDAI) Kabupaten
Kamparr, dalpalt disimpulkan bahwal paljak reklame merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang sangat penting dalam mendukung pembangunan
daerah. Meskipun telah aldal prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan
Dalerah (PERDA), dalam pelaksanalannyal, pemungutan pajak reklame di
Kabupaten Kampar menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi
pencapaian target penerimaan pajjak reklame.

Prosedur yang berlaku mencakup beberapal tahapan, mulai dari
pendaftaran reklame, penetapahn besaran pajak, hingga pemungutan dan
pelaporan pajak. Namun, beberapa kendalal masih menjadi hambaltan
utamal dallam pencapaian target penerimaan pajak reklame yang optimal.
Kendala- kendala tersebut aintalral lain aldalalh pengawasan yang
terbatals terhadalp pemasangan reklame yang tidak terdaftar atau tidak
membayar pajak, kurangnya daltal yang akurat mengenai jumlah reklame
yang terpasang, serta terbatasnya sistem informasi yang dapat
mempermudah proses administrasi dan pelaporan. Selain itu, pemahaman
wajib pajak mengenai kewajiban paljak reklame juga maisih perlu ditingkatkan,
mengingat beberapa pengusaha reklame masih belum sepenuhnya
memahami dain mematuhi ketentuan yang aldal.

Penerimaan paljak reklame paldal tahun 2023 hainyal mencapal
70,07% dari target yang ditetapkan, menunjukkan aldainyal penurunan signifikan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan balhwal meskipun
sudah aldal upalyal dari BAPENDA! untuk meningkatkan pemungutan
pajak reklame, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, baik dari segi

prosedur maupun darri sisi teknis pelaksanalannyal. Meskipun demikian,
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BAIPENDAl Kabupaten Kampalr telah mengupayakan berbaigai solusi
untuk mengatasi permalsalahaln tersebut, seperti melalui digitalisasi sistem
administrasi paljak, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta
penyesuaian kebijakan tarif pajak reklame. Secara keseluruhan, meskipun
prosedur yaing aldal telah berjalan, masih bahnyak aspek yang perlu
diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan waijib pajak
guna mencapai penerimaan pajak yang lebih optimal dan mendukung

pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.

Nurmayasari, D., & HANDAYANI, H. R. (2010). Analisis penerimaan pajak
reklame Kota Semarang.

Peraturan Dalerah Kabupaten Kampalr Palsall 34 No.9 Tahun 2023

Resmi, Siti. 2017. Perpajakan: Teori Dan Kasus Edisi 10 Buku 1. Salemba
Empat: Jakarta.

Sinaga, N. A. (2018). Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan
Negara. Jurnal lImiah Hukum Dirgantara, 8(1).

Sekaran, Uma. 2011. Research Methods For Bussiness (Metode Penelitian
UntukBisnis). Salemba Empat: Jakarta

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
Dan R&D. Alfabeta: Bandung.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuahngan
Alntalral Pemerintah Pusat dain Pemerintah Daleralh

Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat: Jakarta.

16


http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/

